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ABSTRAK

Surahman, Minawati. 2 OTinfwan Mas}/ah}atan PerundangUndangan
Produksi PangarmerhadaplLegalitas Produsen Brem di Desa Kaliabu
Kecamatan Mejayan Kabupaten MadiunSkripsi. Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag

Kata Kunci: Mas}lah}aherundang-Undangan Produksi PanganProdusen

Masj}lah}&emanfatan dalam kehidupan manusia. Dalam kegiatan usaha
kemas}laftin harus diterapkan oleh manusia khususnya para produsen g
memperoleh suatu kebaikan dari aktivitas usaha produsen sendiri. Selain
kemas}laftan, peraturan dalam undamngdang yang mengatur aktivitas
kegiatan usaha juga harus dipatuhi agar memberikan keamanan bukan hanya
bagi produsen tetapi juga keamanan ibegnsumen. Seperti halnya para
produsenyang menggunakan nwr RIRT secara umum dan tidak adanya
pencantuman label halal secara resmi pada kemasan produk brem yang telah
beredar, sehingga dalam hal ini sudahkah para produsen telah menerapkan
konsep mas#hlaidan aturan perundangdangan yang telah diatur oleh
pemerintah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis bermaskud meninjau fenomena
kegiatan usaha para produsen indusimah tangga brem dari sudmas}ah}ah
dan perundangndangan produksi paag dengan rumusan masalah: (1)
Bagaimanatinjauan masj}/gahdan perundangndangan produksi pangan
terhadapegalitas penggunaaromor RIRT produk brenyang digunakawoleh
paraprodusernindustri bren?, (2) Bagaimandinjauanmas}/ahjdan perundang
undangan produkspanganterhadapegalitaspencantumamabel tulisan halal
padaproduk brem ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
lapanganfield researcl. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penelitian
ini menggunakanteknik pengumpulan data observasi, wagana, dan
dokumentasi, kemudian dianalisa melalui reduksi data dan triangulasi dengan
melakukan pengecekan data berbagai sumber.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa AMdsg}lahjah
dalam penggunaamomor RIRT secara bersamaan yang dilk&n oleh para
produsen, yaitu masuk dalamasj}/ahjdikjiyyahyang bertujuan penggunaan
nomor RIRT secaraumum tersebut adalah untuk memudahkan produsen
industi rumah tangga brem dalam memproduksi produknya. foétga, pada
aturanperundangundangan produksi pangan dalam hal ini para produsen masih
belum mematuhi aturan yang telah ditetapkanW{2¥//ah}g/ada pencantuman
label halal yang dilakukan oleh produsen masuk kedalam golomgapahlah
dharwryah, karena berkaitan dengakerasj/aftkn di dunia dan akhirat dan
mencakup pada pemeliharaan agama, akal, dan harta. Selanjutnya, berdasarkan
aturan perundangndangan mengenai produksi pangan para produsen industri
rumah tangga brem mengenai pencantuman lab&l pun masih bein
memenuhi kewajiban dan mematuhi aturan yang berada dalam tunidaugg
yang ditetapkan
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan st kehidupan yang bersifat
komprehensifdan universal yng mengatur semua aspek baik sosial,
ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam
bersifat komprehensifartinya yang mengatur semua aspek kehidupan
manusia, baik agidah, ibadatkhlak maupumn va>mald

Hukum Islam mewajibkan agamanya harus menjalankan aturan sesuai
ketetapannya. Adapun yang ditetapkan kewajiban tersebut yaitu dalam
rangka merealisasikatermasjlahjatavanusia, karena tidak satu pun hukum
Islam yangerdapatsh a r didata@m &lQu r ' a n Huadits rpelainkan
di dalamnya terdap#&temasjah}atdas}ah}dalam pengertiamerupakan
suatu hal yang menciptakan kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan
manusia serta terhindar dari el yang bisa merusaknyaAdapun
masj}lah}ghga sebagamengambil manfaat dan menol#emuadha>ratan
dalam rangka memelihara tujutijuan shara®

Perwujudan masj}lah}agecara umum adalah tujuan hukum Islam

(maga>spidsalh a §). iAkar tetapi semua kategomasiahjaherupakan

1 Zainuddin Ali, Hukum EkonomByariah(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 120.
2 Romli, Studi Perbandingan Ushul FiqlYogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 218.
3 Beni Ahmad Saebenkigh Ushul Figh(Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 110.



tujuan hukum sehingga karenanya tidak semua kategasi/a/jatapat
dijadikan sebagai penetapan hukufMas}/ahjafang sah sesuai dengan
tujuan hukum dan karenanya dapat dijadikan landasan penemuan hukum,
yaitu masj}lah}gang didukung olelwagataumasahlakang selaras dengan
sharasecara umum. Sedangkan yang bertentangan desfamtidak

dapat dijadikan sebagai dasar penemuan hukum.

Dalam konsep mas}ahlafaktivitas kegiatan produsen dalam
memproduksi baranglituntut untuk memaksimalkankemaglah}atagan
meminimalisaskemdsadahanPrinsip ini penting dan harus diaplikasikan
pada saat produsen merencanakan dalam pembuatan suatu produk yang
menjadi pemenuhan kebutuhan konsum€arena dengan menciptakan
produk yang baikprodusen tidak sajaagat mewujudkarkemas}ahjatan
tetapi jugaterwujudhya bentuk keselamatan, kesehatan, keamanan dan
kenyamanarbagi konsumen yang menggunakd&an dengan terciptanya
kemas}lahlat&rsebut pun maka akan mengantarkan kepada kehidupan
yang baik dalam dunidan akhiratf@alah).

Dalam rangka mewujudkakemas}/ahjatdndunia maupun akhirat,
berdasarkawsuliyyahada 5 (lima) unsur pokok yang harus dipelihara dan
diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, ké&alrunan dan

harta.Sebagaimana kedan usahadalam menjalankan usahamsg@orang

4 Miftahul Huda,Filsafat Hukum IslanMenggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum
Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 101.



produsen jika ingin memperol&emasjlahjataharus memelihara kelima
aspek dalam kegiatan usaha nya tersebut, tetapi sebaliknya jika ia ingin
merasakan suatkeburukanprodusen tidak perlu menjaga kelimakpk
tersebut.

Seperti hal nya, di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan terdapat
aktivitas kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam
memproduksi usahanya dalam bentuk j@aisgan olahabrem.Yang dari
hasil observasi dilakukan oleh penelipada relitanya kegiatan dalam
memproduksi produk brem terhadap penggunaan noral®TPpara
produsen melakukan nya dengan menggunakan saoauen oleh para
produsenSelanjutnya, pada pencantuman label halal pada kemasan produk
yang dilakukan produsen pun belum adanya pencantuman label halal dan
adapulapencantuman yangelum sesuai dengan ketentusatara resmi
yang diatur ole pemerintah atau LPPOMUI yang pada ketdoan
tersebut dijelaskan bahwpencantumanlabel halal diwajibkan untuk
dicantumkan dengan benar dan jelas demi keamanan dan kenyamanan bagi
umat Islanp

Di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun adalah
tempat dimana semua para produsen industmah tangga mengolah dan
memproduksi brem dengan berbagai kemadatam hal ini lemasan yang

biasa digunakan para produsen untuk prodidhan bremnyadengan

5> Observasi, Tanggal 23 Februari 2019, Pukul 12.00 WIB



menggunakan kemasan berbahan plastik bening, danpaldayang
menggunakan kemasan berbahan ksukecil berbentuk persegi panjahg.
Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai penerapan
berproduksi yang baik bagi para produsen industri brem yang berada di
Desa Kaliabu Kecamatan Mejayabupaten Madiun yang sesuai dengan
masj}lah}dan peundangundangamproduksi pangagang telah diatur.

Industri rumah tangga produksi brem ini dipilih sebagai tempat
penelitian, karena banyak industri rumah tangga yang mengolah serta
memproduksi brem idDesa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten
Madiun. Senubungan pada penjelasan latar belakarajadi, maka dengan
ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitimi@ngan judul
TINJAUAN MASJLAHJAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN
PRODUKSI PANGAN TERHADAP LEGALITAS PRODUSEN
BREM DI DESA KALIABU KECAMATAN MEJAYAN
KABUP ATEN MADIUN.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang dan fokus penelitian
yang telah dijabarkan dtas, maka penelitian perlu membuat suatu rumusan
masalah agapenelitian yang dilakukan menjadi terarah, dan rumusan

masalah nya adalaebagai berikut :

6 Ibid.



1. Bagaimanatinjauan masjlahjatian perundangndangan produksi
pangarterhadagdegalitas paggunaamomor RIRT produk brenoleh
para produsenindustri bremdi Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan
Kabupaten Madiun ?

2. Bagaimanatinjauan masplaf}adan perundangundangan produksi
panganerhadapdegalitaspencantumatabel halal padaroduk brem
di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun ?

C. Tujuan Penelitian
Pada tujuan penelitian ini yang dilakukan dengan berdasarkan
rumusan masalah dies, ialah

1. Untuk menjelaskatinjauanmas}/ahjdan aturan perundanghdangan
produksi pangaterhadap legalitas nomorlRT yang digunakan oleh
para produsen industri bremdi Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan
Kabupaten Madiun.

2. Untuk menjelaskatinjauanmag/ahjatanaturan perundangndangan
produksi panganterhadap pencantuman label tulisan halal pada
kemasan produk bredi Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten
Madiun.

D. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
Dalam penelitian ini secara teoritis bermantagtik memberikan

suatu pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai bagaimana



menggunakan perizinan yang sesuai dergaantuan dalam hukum
Islam dan perundangndangan yang telah diatur.aD penelitian ini
diharapkan agar menjadi acuan sebagai pemeyiaiag akan dilakukan
penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
Dalam penelitian ini secara praktis bermanfaat sebagai rujukan
bagi para pelaku usaha yang melakukagidtan dalam berbisnis dan
bermanfaat juga bagi para pembaca agar bisa lebih memahami ketika
menerapkan kegiatan bisnis yang Islami dengan baik dan sesuai aturan
s h amslam daa undangndang.
E. Telaah Pustaka

Adapun sebagai bahan perbandingan bagi pembaka akan penulis
sampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang
pentis bahan antara lain :

Pertama dalam skripsi yang ditutileh Ana Rahmawati dengan judul
“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk BlackwaleCBlbang
Dolopo Kabupaten Madiun . Perbedaan pada penel iti
adalah penelitian ini membahasengenai legalitas produk blackwalet
menurut peraturan BPOM dan sertifikasi kehalalan produk blackwalet
menurut LPPOM MUI. Dalam penelitian ini penulieenghasilkan bahwa
jual beli yang diterapkan produk blackwalet adalah boleh karena produk

blackwalet ttah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai legalitas



produk blackwalet menurut BPOM sudah memenuhi kriteria persyaratan.
Dan untuk sertifikasi halnya, blackwalet belum mempunyai lembar
sertifikasi halal. Karena menurut pihak blackwalet prosedutukun
mendaftarkan produk ke LPPOM MUI itu ribet dan banyak membutuhkan
biaya. Maka dari itu produk blackwalet belum mempunyai sertifikat halal
dan belum ssuai standarisasi kehalafan.

Kedua dalam skripsi yang ditukdeh Zahra Zahadian Zikhaula Toba
denga J u dinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan
Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di
KotaMalang . Un i v e ilslamtMalik IbrilhérgMalang. Perbedaan
pada penelitian Zahra Zahadian Zikhaula adalah membahas miengena
praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini sesuai atau tidak
dengan peraturan perundamgdangan dan praktik penjualan bahan bakar
minyak (BBM) pom mini sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Dalam
peneletian ini penulis menghasilkan bahwa pdajuaahan bakar minyak
(BBM) pada perundangndangan tidak sesuai dengan undandang
yang berlaku, karena tidak sesuai dengan standar aturan yamguerct
dalam UndangJndang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrology Legal dan
PerBPH Migas Nomor 6 Tahur025 dan penjualan bahan bakar minyak

(BBM) pom mini pada hukum Islam sudah sesuai dengan rukun dan syarat

” Ana Rahmav a t Analisis‘Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Blackwalet Di
Cabang Dolopdabupaten Madiuh, Skr i psi (Ponorogo: | AN Ponorog



jual beli secara syariat. Karena tidak ada pgianggaran dalam rukun dan
syarat yang telah ditetapké&n.

Ketiga dalam skripsi yang ditulisleh Siti Farida dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal
dan Registrasi Kesehatan Pada Makanan KenTaslmiversitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perbedaan dalam penelitian Siti Farida
adalah membahas mengenai prospsncantuman dan kewajiban
pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan.
Dalam penelitian ini penulis mengli&a bahwa pada pencantuman label
halal dan registrasi kesehatan sudah sesuai yaitu menutujpgalamkan
dengan diadakarya label halal dan registrasi kesehatan pada makanan
kemasan dan pada kewajiban pencantuman label halal dan registrasi
kesehatan padmakanan kemasan juga sudah sesuai dengan tujuan yaitu
untuk kemasj}lahjataersama.

Berdasarkan penjelasan kajian pereii terdahulu diketahui bahwa
penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan
penelitian sebelumnya. Darmadapun persamaan dalam penelitian
sebelumnya yaitu memiliki persamaan dengan menggunakan metode

penelitian jenis lapangan dan pendekakualitatif.

8Zahra Zahadi a nlinjuarkHulkum Islam Teaduap Legélitas Penjualan
Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom MiDengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malangkripsi
(Malang: UIN Malik Ibrahim Malang, 2017).

9Si t i FinjauandHakum I$lam Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal
dan Registrasi Kesehatan Pada Makanan Kempsskripsi (Yogyakarta: UIN Sunandfijaga
Yogyakarta, 2017)



F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah
penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui
teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat
pendapat dari responden dalam memberikan keterangan mengenai
bagaimanalegalitas yang digunakan oleh produsen brem dalam
penjualan produk brem dari industri bremalam penelitian ini
pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yang
merupakan pendian yang menggunakan pendekatan natiralistik untuk
mencari dan memukan pengertian atau pemahaman tentang
fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khiisus.

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran yang dilakukan peneliti ialah sebagai pengamat
partisipan. Yag dalam penelitian ini pefis hadir secara langsung d
tengahtergah responden untuk mengamati produsen dalam
memproduksi produk brem terhadap pengguna@mor P-IRT serta
pencantuman labéilalal. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh
bagian dari responden vyangditeliti. Dan penelitian ini pun
diperbolehkan oleh responden karena penelitian ini bertujuan untuk

sebuah ilmu pengetahuan.

101 exy J. MoleongMetodobgi Penelitian Kualitatif(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2009), 5.



3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan dempat industri rumah tangga
yang berada di Desa Kaliabu KecdaamaMejayan Kabupaten Madiun.
Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena tempat lokasi tersebut
mejadi tempat dimana produsen memproduksi makanan brem,
sehingga peneliti dapat mengaiainformasi secara langsung dalam
hal kegiatan usaha produsbremterhadap penggunaan nomotHr
dan pencantuman label halal terhadap praiiesa Kaliabu Mejayan
sehingga peneliti mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian
terselt.
4. Data dan Sumber Data
a. Data
1) Data Umum
Data umum yang digunakan oleh pesudidalah data

yang berasal dari gambaran umum tentang Desa Kaliabu

Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, yaitu meliputi jejak

geografisdan keadaapenduduk di Desa Kaliabu Kecamatan

Mejayan Kabupaten Madiun

2) Data Khusus
Data khusus yang digunakan oleh penadalah data

yang berasal dari

10



a) Data mengenai legalitas produsen brem terhadap
penggunaan Nomor-RRT pada produk brendi Desa
Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

b) Data mengenai legalitas produsen brem terhadap
pencantuman label tulisan halal palemasan produk
brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten
Madiun.

b. Sumber Data
1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dighrlzingsung
dari subjekpenelitian dengan menggunakan alat pengukuran
atau alat pengambilan data langsungdda subjek sebagai
sumber informasi yang dicdfilnformasi yang diperoleh oleh
peneliti berasaldari informan? atau narasumber yang terkait
dalam penelitian.Narasumber a@am penelitian ini adalah
masyarakat yang memiliki kegiatan usaha industmah
tangga brem. Antara laiyaitu :

a) Industri Rumah Tangga miliRapakYa

b) Industri Rumah Tangga milik Bapak Pra

¢) Industri Rumah Tangga milik Ibu Bn

d) Industri Rumah Tanggmilik Ibu Sum

11 saifuddin AzwarMetode Penelitian(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.
12 peter Muhammad MarzuKPenelitian Hukum(Jakarta: Renada Media, 2005), 141.
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e) Industri Rumah Tangga milik Bapak Su
f) Industri Rumah Tangga milikou Ru
g) Industri Rumah Tangga milikou De
h) Indutri Rumah Tangga milikou En
1) Industri Rumah Tangga miliBapakJo
1) Industri Rumah Tangga milik Ibu Sr
K) Industri Rumah Tanggailik Mbak An
2) Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunddalam penelitian ini, yaitu data
yang digroleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang
digunakan untuk melengkapi data prirkeiData sekunder
merupakan data yang diperoleh dari bikiku, ataupun pihak
lain yang mempunyai keterkaitan oleh data primer.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpuladata ini dilakukan dengan dua cara, yaitu
a. Observasi
Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi
yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa
atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk
membantu mengerti perilakmanusia, dan untuk evaluasi yaitu

melakukan penguan terhadap aspek tertentu melakukan

13 1bid., 142.
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pengukurandrsebut? Dalam hal ini peneliti melakukan observasi
atau pengamatan terhadap produk industri rumah tangga brem di
Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupdtadiun.
b. Wawancara
Wawancaraadalah proses memperoleh penjelasan untuk
mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab
dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara
pewawancara dengan orang yang diwawandamalam hal ini
peneliti akan menanyakan pertanyaan yang sudahruktst
terhadap pemilik atau pelaku usaha industri rumah tangga brem
yang berada di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten
Madiun.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif
sejumlah lpsar fakta dan data tersimpan dald@han yang
berbentuk dokumentasi. Sebagaian besar data berbentuk surat,
catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan
dan sebagainy®.Dalam hal dokumentasi peneliti gunakan untuk

memperoleh datamengenai penggunaan nomorIRT dan

“Wwiratna SujarwenilMetode PenelitiaifYogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014),
32.

15 Abdurrahman FathonMetodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skfipeskarta:
PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

18 pid., 33.
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pencantuman label halal yang berada pada industri rumah tangga
brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.
6. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
secara deskriptif anéik, yang menjelaskan dengan memb&pardata
yang diperoleh dari objek yamtiteliti di dalam lapangan. Analisa yang
dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan
analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta
empiris yang didapat di lapangan ilpga data lapangan), yang
kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan
terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang
diperoleh dari lapanga.

7. Pengecekan Kabsahan data

Keabsahan dat merupakan pengecekan atau pemeriksaan
terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian
yang dilakukan bendrsenar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus
untuk menguiji data yang diperoleh oleh peneliti.

Dalam penelitian in peneliti menggunakan teknik triangulasi
yang merupakan suagpendekatan multimetode yang dilakukan peneliti
pada saat mengumpulkatan menganalisis data. Ide dasarnya adalah

bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga

17 Resti Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun
Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Peneliffdngyakarta: Graha limu, 2010), 253.
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diperoleh kebnaran tingkiatinggi jika didekati dari berbagai sudut
pandangd?

Peneliti menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk
menguatkan datdata yang diperoleh dampemilik atau produsen
industri brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

G. Sistematika Penbahasan
Pada penelitian ini, untuknendapatkan gambaran yang bersifat
menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu
sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi.
Maka perlu ada sistematika penulisaalam hal ini peneliti
mengelompokka skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun
sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :
BAB | : PENDAHULUAN
Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu
meliputi: latar belakang masalahmusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan
teori, metode penelitan, dan sistematika pembahasan.
BAB I . MASJLAHJAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN
PRODUKSI PANGAN
Bab ini merupakan berisi landasan teori untuk

menganalisis da yang telahdiperoleh.Dalam bab ini

18 exy J. MoleongMetodologi Penelitian Kualitatif324.
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BAB Il

BAB IV

penulis akan menjabarkan tentang teoras}/ah}atian

perundangundangan produksi pangan.

: DESKRIPSI LEGALITAS PRODUSEN BREM

TERHADAP NOMOR P -IRT DAN LABEL HALAL

Bab ini mencakup pembahas@mtanggambaran umum
mengenai profil desadan khusus mengenai tentang
prosedur legalitas rpdusen brem di Desa Kaliabu
Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun antara lain
legalitas terhadap nomor-IRT yang digunakan secara
bersamaanleh beberapa produsen dan legaliterladap
pencantuman label tulisan halal pada kemasan produk
brem.

ANALISIS MASJLAHJAH DAN PERUNDANG-
UNDANGAN PRODUKSI PANGAN TERHADAP
LEGALITAS PRODUSEN BREM DI DESA
KALIABU KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN
MADIUN

Bab ini merupakan inti pembatzasdari penelitian skripsi.
Bab ini didalamnya beridbagaimanaanalisis mas}ahjah
dan peraturan perundangdangan produksi pangan
terhadap legalitas nomor-IRT yang digunakarsecara

bersamaamwleh beberapa pelaku usaha industri brem dan
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BAB V

bagaimanaanalsis masj}ahj}aian perudangundangan
produksi pangarterhadap legalitas pencantuman label
tulisan halal pada kemasan produk brem.

PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan
skripsi yang meliputi: kesimpulan dan sasaran.
Sedangan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar

pustaka, lampiratampiran dan daftar riwayat hidup.
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BAB I
MAS}LAH}AHDAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PRODUKSI

PANGAN

A. Masj}lahjafalam Hukum Islam
1. Pengertian Mas}lahlah

Menurut bahasa, kataas}/ah}abrasbdari bahasa Arab dan telah
dibekukan ke dalam bahasa Indonesia memjaas}/ahjafang berarti
mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau
menolak kerusakan. Kata menurut bahasa ashmgsy/a//bkrasal dari
katasjaluha, yashju, kalah}agrang artinya sesuatu yang baik, patut dan
bermanfaat.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa
masjlahjattinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan
guna. Sedangkak a t kemasj}lahjaian b er ar t ikeb&kang unaan,
manfa t dan kepentingan. Sedangkan ka
tersebut diartikan dengan guna, faeéah.

Sebagaimana pendapat Ibn Mandhur dalam LisaArab,
masj}lahjafatu arti dengan sjalaghbentuk tunggal darimasjalih

Sehingga artmas}/ah}aama dengamanfaat. Dengan demikian dapat

! Amin Farih,Kemaslahatan Dan Pembaham Hukum Islan{Semarang: Walisongo
Pers, 2008), 15.
2 Romli, Studi Perbandingan Ushul FigfYogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 218.
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dikatakan sebagaimasj}/ahjadpabila mengandung manfaat baik.
Manfaat baik yang dimaksud yaitu manfaat yang didapat dengan cara
menarik seperti menarik kahkl yang bersifat menguntungkan atau
menolak au menghindari sepertienghindari hahal yang merugikan

dan menyakitkan.

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa eseres}/ah}aédlah
terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta
terhindar dari hahal yang bisamerusaknya. Namun demikian,
kemasj}lah}arau berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut
dan layak yang memang dibutuhkan oleh manusia.

2. LandasanHukum Masj}lahjah

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya
masjlah}afiantaranygaitu:
a. Al-Qur ' an

Surat alAnbiya> 107

Qﬁﬁ“ﬁﬁ ﬁ_? .yﬁ?_

Ar t i nDama tiadalah“kami mengutus kamu, melainkan untuk
menj adi rahmat “agi seluruh a

3 Maltuf Siroj, Paradigma Ushul Figih Negosisasi Konflik antara Maslahah dan Nash
(YogyakartaCV Pustaka Iimu, 2013), 11
4Al-Qur > an, 21 : 107.
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Surat alBagarah: 220

Artinya : Teéntang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya
kepadamu tentang ak yatim, katakalah: "Mengurus
urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu
bergaul dengan mereka, maka mereka adalah
saudaramudan Allah mengetahui siapa yang membuat
kerusakan da yang mengadakan perbaikan. Dan
jikalau Allah menghendaki, nisga Dia dapat
mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya
Al l ah Maha Perkasa® |l agi Maha

b. Al-Hadits

Ar t i nMulammad Ibn Yahya heerita kepada kami, bahwa
Abdur Razzaq bercerita kepadata, dari Jabir al
Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW
ber sabda, ATi dak bol eh Dber bue
saling memadharatkan (H.R Ibn Majah)

>Departemen Agama RAI-Qur 6 an dan T(BanduregnC¥ Penerbitdra
2005), 86.
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3. Klasifikasi Mas}lah}ah
Masj}lah}afapat dibagi menjadi beberapa bagian, aréana®
a. Dari Segi Eksitensinya
1) Mas}alaMu -t abar ah
Mas)} /|l ah} ah addlahn- tmadjlahjalayang
keberadaannya diperhitungkan olsh/ a sepesrti masjlahjah
yang terkandung dalam masalah pensyariatan hugigias
bagi pembunuh sengaja, sebagani®l pemelihara jiwa
manusia. Misalnya, seorang pencuri dikenakan hukuman
keharusan mengembalikan barang yang dicuri apabila masih
utuh atau mengganti dengan nilai yang sama jika barang yang
dicuri telah habis. Hukumaini dianalogikan para ulamasju/
al-figh kepada hukuman bagi orang yang mengambil barang
orang lain tanpa izin dengan mengembalikan barang itu apabila
masih utuh ataulenganmengganti jika barang telah habis.
Kemas}lahjataeperti ini, menurut ulama ddpdijadikan
ladasan hukum.
2) Mas}lafah Mulgha
Masj}lah}ah Mulghaadalah masjlah}afiang dibuang

karena bertentangan dengsraraatau berartmas}/a#f yang

SMuhammad Ma’ s-Hasyimi,lia Ushy Figh(Dombang: Darul Hikmabh,
2008), 118.
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lemah dan bertentangan dengams}/ah}giang lebih utama.
Misalnya, sharamenentukan bahwarang yang melakukan
hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadhan
dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak atau puasa
dua bulan bertureurut atau memberi makan 60 orang fakir
miskin. Terkait dengan kasus ini,-lalai t s Il bn Sa’
menetapkan hukumapada kasus tersebberupa puasa dua
bulan berturuturut bagi seseorang yang melakukan hubungan
di siang hari pada bulan Ramdhan.
3) Mas}lahjah Mursalah
Mas}ladp Mursalahadalah masj}/a#f} yang dipandang
baik oleh akal, sejalan dengan tujuam adaldmmenetapkan
hukum, namun tidak ada petunjukshard> yang
memperhitungkannya dan tidak ada pula petusjuk&ayang
menolaknya ataumasjlah}ajang keberadaannya tidak
disinggungsinggung oletshara®
b. Dari Segi Tingkatannya
1) Masj}lah}ahharu>riyafKepentingan Primér
Mas}lahah bBaru>rivahadalah kemaglahlatanyang

keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.

" Haroen,Ushul Figih |, 119.
SMu hammad Manya-Hasyimi.,2%8.
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Mas}lahahdharu>riyatberkaitan dengan penegakan atau
kepentingan agama dan dunia.rbana tanpa kedatangannya
menimbulkan cacat ataela. Ini merupakan dasar utama bagi
beberapanas}/ahjkstin®
Zakariya alBiri menjelaskan bahwa yang termasuk
dalam lingkupmas}ahjah dhayahini ada 5 (lima) macam
hal, yaitu:
a) MemeliharaAgama
Agama sesuatu yang mestlimiliki oleh setiap
manusa agar kedudukannya lebih terangkat tinggi
dibandingkan dengan makhluk lainnya dan menempati
urutan pertama karena keseluruhan ajarsharct
mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan
kehendak dan keridaan Allahwg baik soal ibada
maupun mu mald. Agama Islam merupakan nikmat
Allah Swt yang amat tinggi dan sempurnaharrat
mewujudkan agama dengan syarat dan rukunnya dari
mulai iman, syahadat dengan segala konsekuensinya,
agidah yang mencakup keimanan atas lkabhangkitan,

hisab dan laidain.Oleh karena itu agama harus dipelihara

9 Suwarjin,Ushul Figh(Depok: Teras, 2012), 142.
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dari segala sesuatu yang dapat mengganggunya baik dalam
internagama itu sendiri maupun dakisternt®
b) Memelihaa Jiwa

Orang yang berjiwa ialah yang melaksanakan
seluruh ketentuan agamaliwa merupakan hal eseals
yang kedua. Maka dari itiwa seseorang menjadi amat
penting bagi jalannya pelaksanaas /# a r XOlel a t
karenanya untuk memelihara jiwa maka agama
mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar dan
bagi yang miakukannya dijatuhi hukumagis}asSelan
itu, untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah
diberikan Allah Swt bagi kehidupan, manusia harus
melakukan banyak hal seperti makan, minum, menutup
badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu
berupaya denganmelakukan segala sesuatu yang
memungkinlan untuk meningkatkan kualitas hidup.

c) MemeliharaAkal

Akal adalah ciri khas yang dimiliki yang
membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan
akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar

dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai

10 Busyro,DasarDasar Filosfis Hukum Islan{Ponorogo: Wade Group, 2016), 151.

24



d)

fungsi akal lainnyaAkal juga merupakan sasaran yang

menatukan bagi seseorang dalam menjalani hidiph

sebab itu Islam sangat menjaga bentuk eksitensi akal

manusia agar tidak rusak dan tumpul. Dengan beberapa

langkah yaitu®?

1.

Melarang keras bend@aendayang dapat memberikan
efek buruk terhadap akal. Sepekihamr, ganja, bir
dan lain sebagainya.

Memberikan sanksi hukum bagi peminum arak, bir
dan minuman keras lainnya sebagai efek jera.
Menganjurkan umatnya agar selamenstabilkan
kecerdasan akal.

Senatiasa menyuruh umatnya agar melakukan
/stidla>/(mencar bukti) terlebih dahulu sebelum
meyakini sebuah hal.

Menganjurkan umat agar senantiasa bertafakkur

(memikirkan) ciptaan Allah 8t di bumi.

Memelihara Keturunaan

Mempunyai keturunan merupakan salatu gajuan

perkawinan disamping tujuariujuan lainnya. Hal ini

dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang

1 bid., 152.
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akan meneruskan garis keturunan mereka. Dalam rangka
inilah Allah Svt mensyariatkan seseorang untuk menikah
dan sebaliknya mengharamkan pethoaina. Pentingnya
gaiis keturunan yang jelas ini tidak hanya untuk kehidupan
di dunia tetapi juga untuk kehidupan di akhifat.
e) Memelihara Had
Harta merupakan sesuatu yang menunjang
kehidupan manusia di atas dunia juga untuk meraih
kebahagiaan di akft. Itulah sebabnya hartmenjadi
penopang yang sangat penting dan diakui oleh Allah S
untuk dimiliki oleh manusia&Keharusa memperoleh harta
sebagai sarana kehidupberkaitan dengan kemampuan
manusia dalam memanfaatkan sumber daya alieh
karena i1, Allah Svt memerintahkn kepada manusia
untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang
lain.t®
Tujuan yang bersifatharu>riyaherupakan tujuan utama
dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai.
Umumnya para pakarsjul afigh, berpendapatahwa kelima

aspek yang termasuk dalam lingkesas}ah}aharu>riyafang

12 Ahla Shuffah Tafsir Magashid Kajian Tematik MagaskitS y a r (Libayd
Lirboyo Press, 2013), 225.
131bid., 153.
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disebut diatas tadi, merupakamas}/adpyang paling asasi.
Kelima macanvnas}/ah}afi harus dipelihara dan dilindungi,
karena ika tergantung akan mengakibatkan rusaknya sendi
sendi kehidupan?

2) Majslah}ahffiyyah(Kepentingan Sekunder)

Mas}lalp Héjiyyah adalah kemas}/ahjatgang tingkat
kehidupan manusia keganya tidak pada tingkatharu>riyah
Bentuk kemasj}lahjatadak secara langsung bagi pemenuhan
kebutuhan pokok yandima, tetapi secara tidak langsung
menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi
kemudahan bagiemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Yang dimaksud dengarvnastahjah gjfyyah ialah
persoalarpersoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk
menghilangkan kaulitan dan kesusahan yang dihadapi.
Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka
masj}a@ ini lebih rendah tingkatannya darinas}ahjah
aharu>riyah

Adapun tujuarigjiyyahdari segi penetapan hukumnya,

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

14 Ahmad SanusiJshul Figh(Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 79.
15 Romli, Studi Perbandingan Ushul Fig221.
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a)

b)

Hal-hal yang disuruhs £ g seperti-mendirikan sekolah
dalam hubungannya untuk menuntut ilrmeningkatkan
kualitas akal mendirikan sekdlanemang penting, namun
seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak
tercapainya upaya mendapatkan ijnkarena menuntut
iimu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya
kebutuhan akasekolah berada pada tingkgyiyyah

Hal yang dilarang oleh s 4 a r mekkukannya,
menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada
salah satu unsur yantharwrsyah Contoh, perbuatan zina
berada pada tingkatharw#yah Namun segala perbuatan
yangmenjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal
ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya
larangan zina yangdharu>r misalnya khahvat dan
sebagainya.

Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukuksa/h
(kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan
manusia. Sebenarnya tidak adaksafpun tidak akan
hilang salah satwharu>iu, tetapi manusia akan berada
dalam kesempitan (kesulitan®uksafni berlaku dalam

hukum ibadah seperti adanya maaf kntnembatalkan
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gisjabagi pembunuh, baik diganti dengan membalyat
(denda) ataupun tanjpigyat sama sekali.
3) Mas}lah}ah Tahkpsah(Kepentingan Pelengkap)

Mas}lah}ah Tihiyahadalahkemas}/ahj}atgang sifatnya
pelengkap berupa keluasaagang dapat melengkapi
kemasj}lahlataebelumnya. Atau yangnasj}ah}dtebutuhan
hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkatan
dharu>riyafiga tidak sampai pada tingkatapajiyyafinamun
kebutuhan tersebut perdipenuhi dalam rangka memberi
kesempirnaan dan keindahan bagi kehidupan marsia.

MasHhgh Talgiriyah artinya mengambil apapa yang
sesuai dengan apa yang terbaik dan kebiasaan dan menghindari
caracara yang tidak disenanglieh orang baik dan jak.'’

c. Dari SegiKemanfaatannya
1) Masj}labh « a > adelahh kemasjlah}atammum yang
menyangkut kepentingan orang banya&kemas}ahlatam
tidak berani untuk semua orang, tetapi bisa berbentuk
kepentingan mayoritas. Mayoritas aturannya terdapat dalam
Al-Qur a nmengandung mas}ahjah« a > m mearmhasuk

mayoritas/ardju kir>ayahisalnya mencari ilmu agama yang

16 Totok JumntoroKamus llmu Ushul Fikil{Jakarta: Amzah, 2009), 207.
17 Amir Syarifudin,Ushul Figh Jilid 2(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),
346.
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menjadi media sampai derajatnuyitahid dan mencari
pengetahuan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup
manusia.

2) Masllahjah kh>asgdiah kemasjigttan yang menyangkut
kepentingan pribadi atau komunitas keddas}alah kh>as}s}ah
terkandung dalam sebagian hukbokum AFQuU r 'damn
mayoritas isi hadits. Seperkemasj}lahjatarang berkaitan
dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang
dinyatakarhilang ®

4. Kedudukan Masj}lahjah
Kalangan ulama Malikiyah damlamaHanafiyyah berpendapat
bahwa masj}latp mursalafmerupakan hjujjah syari>yyafan dalil
hukum Islam, dengan argumen :
a. Adanya perintah AQuran (Q.SaN i s59)agamengembalikan

persoalanyang dipersilihkan kepada Aur ' an dan Sunn
denganwajh} alstidla>bahwa perselisihan itu terjadi karena ia
merupakan masalah baru yang tidak ditemukan dalilngldim

Al-Qur " an maupun Sunnah. Untamk me mec
itu, selain dapat tempuh dengan metodgya>dentu juga dapat

ditempuh dengan metodain seperti/stisla>gebab tidak semua

kasus semacam itu dapat diselesaikan dengga>sDengan

18 Nasrun HaroerlJshul Figih I(Jakarta: Logos Wacana limu, 1997), 116.
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demikian, ayat tersbeut secara tak langsung juogmerintahkan
mujtahiduntuk mengemb#an persolan baru yang dihadapi Al
Qur > an dan Sunnah denmasiah/ghagn gacu Kk

selalu ditegakkanolen ADur * an dan Sunnah.

b. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan
kemasj}ldthn bagi umat manusiakKemas}/ahjatanarusia akan
selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman.
Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru

yang hukumnya belum ditegaskan oleh@u r * a n .
c. Di zaman sahabat banyak muncul barugybelum pernah terjadi

pada zaman Rasulalh Sw. Untuk mengatasi hal ini, sahabat

banyak melakukan ijtihad berdasarkaas})ahjafmursalahCara

dan tindakan semacam ini sudah menjadi konsensus para sdhabat.

Adapun kalangan ulama Hanafiyyah dalsy afi i yah

mensyariatkan tentangas)/ahjafi, yakin hendaknya ia dimasukkan
dibawah giyaxzsyaitu sekiranya terdapat hukueasha/yang dapat
digiyassepadanya dan juga terdap#s mundhabiti(tepat). Sehingga
dalam hubungan hukum itu terdap#&mpat untuk merealisir
kemasj}lahlatdferdasarkan pmeahaman ini mereka berpegang pada

kemas}lahlatgrang dibenarkans h g netapi +nereka lebih leluasa

dalam menganggapnasjliah}ajang dibenarkans A g rina karena

9 bid., 117.
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luasnya mereka dalam sopé&ngakuanshariXAllah) terdapat/i/at
sebagai tempat bergangnya hukum yang merealiskernas}/ahjatan
Sebab hamptidak adamas}ah}atalirsalatyang tidak ada dalil yang
mengakui kebenarannya.
B. Peraturan Perundang-Undangan Produksi Pangan
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

UndangUndang Nomor 18 dhun 2012 tentang Pangan ini
merupakan undanrgndang yang mengganti Undabigndang Nomor 7
Tahun 1996 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan teknologi dan pengetah pada zaman saat ini. Pada
UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012 ini mehgapula mengenai
perizinan pangan yang terdapat pada bab VIl tentang Label dan Iklan
pangan, dmana pada bab ini menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha
yang memproduksi olahgrangan guna untuk diperdagangkan haruslah
mencantumkan label dalam produknya.

Menurut penjelasan Undatdndang Pangan hal yang
memberikan kewajiban dalam memberikan label pada suatu produk
diatur dalam Pasal 97, yaitu :

(1) Setiap orang yang memproduksi ataanmmasukkan pangan yang
dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdaganglegib w

mencantumkahabel pada, di dalam, dan atau dikemasan pangan.
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(2) Setiap orang yang mengimpor pengan untuk diperdagangkan wajib

mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemaagan pada

saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pencaniman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau

dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat

paling sedit keterangan merepai :

a.

b.

Nama produk;

Daftar bahan yang digunakan;

Berat berth atau isi bersih;

Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
Halal bagi yang dipersyaratkan;

Tanggal dan kode produksi;

Tanggal, bulan, dan tahwadaluwarsa,;

Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan

Asal usul bahan Pangan tertefftu.

(4) Keteranga pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis,

dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah

dimengerti oleh masyarakat.

Dan pada Pasal 98 pun disebutkan :

20 bid., Pasal 97.
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(1) Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui
proses pngemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.

(2) Ketentuan label tidak berlaku bagi Perdagangan Pangan yang
dibungkus di hadapan pembeli.

(3) Pemerintah da Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan
terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu
mener@jan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal ini pun diatur dalam Undatipdang Pangan, bahwa
pelaku usaha diperintahkan unttidak melarang apa yang menjadi
kewajiban pelaku usaha yang tertera pRadsal 99yaitu: Setiap orang
dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel
kembali, dan/atau menukar tangga, bulan, dan tahun kadaluwarsa

Pangan yang diedarkdhDan pada Pasal 100 ialah sebagai berikut :

(1) Setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat
keterangan engenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.

(2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan
yang tidak benar dan/atamenyesatkan pada lalFél.

Pada Pasal 101 dijelaskan, ketentuan mengenai kehdédtan

produk diatur dalam Undarddndarg Pangan sebagaimana untuk

211bid., Pasal 98.
22 |bid., Pasal 99.
23 |bid., Pasal 100.
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memberik keamanan dan keselamatan bagi konsumen yang beragama

muslim, antara lain :

(1) Setiap orang yang menyatak dalam label bahwa Pangan yang
diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan
bertanggung jawab ataslkenarannya.

(2) Setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang
diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu bertanggung
jawab atas kebenaran klaim tersebut.

(3) Label tentang Pangan @kn tertentu yang diperdagangkan wajib
memuat keterangan temg peruntukkan, cara penggunaan,
dan/atau keterangan lain yang perlu diketahengenai dampak
pangan terhadap kesehatan mantfsia.

Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Perusahaan Rumah

Tangga Alat Kesehatan Dan Pembekalan Kesehatan Rumah

Tangga

Pada Peryaratan dan Tata Cara Memperoleh Sertifikat

Perusahaan Rumah Tanggatuk memperoleh Sertifikat Perusahaan

Rumah Tangga, pemohon harmemenuhi persyaratajang tertera

dalam Pasab, ialahsebagai berikut :

24 |bid., Pasal 101
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Berbentuk badan usaha atau perseorangan yamgdek usaha
mikro yang telah memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangndangan;

Memiliki Nomor Pokok Wajib Bjak;

Memiliki sarana bangunan dengan status milik sendiri, kontrak atau
sewa paling singkat 2 (dua) tahun; dan

Memiliki prasarana yang memadai.

Setelah memeuhi persayaratan yang dijelaska@am Pasal 5,

pengajuan dalanfPermohonarsertifikat perusahaahn rumah tangga

persyarataimelampirkan kelengkapamsebagaimana Pasalsébagai

berikut :

a. Fotokopiizin usaha;

b. Fotokopi NomomPPokok Wajib Pajak;

c. Peta lokasi dan denah bangunan;

d. Daftar peralatan produksi;

e. Daftar Alat Kesehatan dan/atau PKRT yakgradiproduksi; dan

Surat keterangan/rekomendasi hasil penyuluhan dari petugas

kesehatan yang berwenang di dinas kesehatan pré¥insi.

25 peraturan Menteri Kesehatan Tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan
Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga, Pasal 5.
2 |bid., Pasal 6.
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk
Halal

UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan
Produk Halal Produk Halal yang dirinci atas XI Bab dan 68 Pasal
adalah ketentuan peraturan perundangan yang bertujuan
memberikan kenyamanan, deeanan, keselamatan, dan kepastian
ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi
dan menggunakan berbaggiroduk yang beredarkan dan
diperdagangkan di pasaran.

Konsep perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha manakala
produknya memuat pernryaa an “ hal al” dal am huku
konsumen, lebih tertuju pada pencantuman label halal jika tidak
mengikuti ketentuarberproduksi secara halal, sedangkan konsep
hukum pangan labih menekankan pada pencantuman label halal bagi
produk pangan yang dipersgtkan, kedua tidak mampu
memberikan jaminan dan perlindungan hukum oleh karena
bagaimana penerapan produk halal hanigkdikan pada Undang
Undang Label Iklan dan Pangan.

Berdasarkan Undargndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal, padadahl yang dimaksud dengan Produk
Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan

s h a nslam.Pmgesmpduk halal yang selanjutnya disingkat PPH
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adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk

mancakup penyediaan bahan, penigata penyimpanan,

pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Dirumuskan pula bahwa JaminRroduk Halal yang disingkat JPH

adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang

dibuktikan dengan Sertifikat Hal&l. Dengan arti lainjaminan
produk halal juga merupakan bagian dari kewajiban negara untuk
memberikan perlindungan hukum terhadap warggaranya agar
merasa aman, nyaman, dan terhindar dari kesalahan atau kekeliruan
dalam mengkonsumsi dan menggunakan makanan, minuman, obat
obatan, serta kosmetika.

Pada Pasd, UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk HalalPenyelenggaraadaminan Produk Halal
bertujuan, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 yaitu :

a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan
kepastia ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam
mengonsumsi dan menggunakan produk; dan

b. Meningkatkan nilai tambah Bba Pelaku Usaha untuk

memproduksi dan menjual Produk Halal.

27 Abdurrahman Konorasiaminan Produk Halal di Indonesi{@epok: RajawalPers,
2017), 63.
2 bid., 63.
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Kewajiban dalam mencantumkan label halal suatu produk
ditentukan dalam Pasalbhhwa produk yang masuk, beredar dam
diperdagangkan di wilayah negara Indonesia wajib bersertifikat

Halal

Pengaturan sertifikasi halal dalam Undasigdang Nomor 33
Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) ini mengatur hak
dan kewajiban pelaku usahaagg tertuang dalarRasal 24yaitu
pelakuusaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:
a. Memberilan informasi secara benar, jelas, dan jujur;

b. Memisahkan Ilokasi, tempat dan alat penyembelihan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,
penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;

c. Memiliki penyelia halal; dan

d. Melaporkan paibahan komposisi bahan kep&RJIPH2®

Sementara itu dalam Pasal 25 pelaku usaha telah memperoleh
Sertifikat Halal, diwajibkan untuk :

a. Mencantumkan &bel Halal terhadap Produk yang telah
mendapat Sertifikat Halal,

b. Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat

Halal;

29 |bid., Pasal 24.
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c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,
penjudan, dan peny&an antara Produk Halal dan tidak halal;

d. Memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal
berakhir; dan

e. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPIPH.

Sebelum memperoleh sertifikat halal, Unddsigdang Nomor
33 Tahun 2014 mengatuetang cara memperoleh Sertifikat Halal
berdasarkan pengajuan permohonan, penetapan lembar pemeriksa
halal, penetapan kehalalan produk, dan penerbitan sertifikat halal.
Pengajuan permohonan adalah langkah awal yang ditempuh oleh
pelaku usaha guna mendakan sertifikat halal yang diajukan
tertulis kepada BPJPH, sebagaimana yang tertera pada Pasal 29 ayat

(2), Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen

a. Data pelaku usaha;
b. Nama dan jenis produk;
c. Daftar produk dan Baharang digunakan; dan
d. Proses pengolahan produk
Pencantuman label halal yang ditetapkan oleh BPJPH ini

berlaku secara nasional, dan pelaku usaha yang telah memperoleh

30 |bid., Pasal 25.
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Sertifikat Halal wajib mencantumkan label halal, yang pada Pasal 37
ialah :

a. Kemasan Produk;

b. Bagian tertentu daRroduk; dan/atau

c. Tempat tertentu pada Prodtik.

Jaminan suatu produk halal memerlukestesn yang menurut
jaminan kehalalan, baik ditinjau dari sisi bahan baku dan turunannya
maupun dari proses produksinya. SistaminanHalal (SJH) dalah
suatu sstem yag dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan
pemegang sertifikat halal dalam rangka menjamin kesinambungan
proses produksi halal. Sistem ini dibuat menjadi sebagaian dari
kebijakan suatu sistem yang berdiri sendiri. Sehingga produk yang
dihasilkan sesuai dgan aturan yang digariskan oleh LPPOM

MUI. 32

311bid., Pasal 38
32 Sofyan HasarKepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangag

41



BAB Il
DESKRIPSI LEGALITAS PRODUSEN BREM TERHADAP NOMOR
P-IRT DAN LABEL HALAL DI DESA KALIABU KECAMATAN

MEJAYAN KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten
Madiun
1. Letak Geografis Desa

Secara geografis Desa Kaliabu termasuk wilayah yang tidak
memiliki pegunungan dan sebagian besar dataran rehdtdk desa
kaliabu berada diantara 4 desa lain dan berada di ketinggian 34 m dari
atas permukaan laut. Adapun batas desa tersebut adalah
a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wonoasri.

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Klecorejo.
c. Sebelah Selanh berbatasan dengan Hutan.
d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pandean.

Desa Kaliabu merupakan wilayah yang secara geografis
merupakan dataran rendah dan lahan persawahan yang juga tidak luas.
Desa Kaliabu cukup jauh dari pusat perkotaan Kecamktejayan,
sehingga sebagian besar penduduknya kurang berakses pada-fasilitas

fasilitas yang dimiliki kecamatan.
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Luas wilayah Desa Kabu keseluruhan adalah : 509,603 Ha. Di
mana seluas 102,915 Ha adalah pemukiman penduduk deayasis
adalah lahan keringdan area persawahan. Iklim Desa Kaliabu
sebagaimana deskesa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim
kemarau dan penghujan, hal ssat mempunyai pengaruh langsung
terhadap pola tanam yang ada di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan.
Desa Kaliabu memiliki %lima) dusun, antara lain :

a. Dusun Godang, terdiri 1 RW, 5 RT

b. Dusun Sumberjo, terdiri 1 RW, 6 RT
c. Dusun Lemabhireng, terdiri 1 RW, 4 RT
d. Dusun Tempuranterdiri 1 RW, 4 RT

e. Dusun Kaliabu, terdiri 1 RW, 6 RT

Desa Kaliabu terdiri darb (lima) Dusun dan tiapap dusun
dikelilingi oleh sungai (kali), sehingga wilayah desa banyak terdapat
sungai yang disebut KALI. Pada musim kemarau sungai tgrtidak
ada airnya, yang ada hanya abu (tanah) sehingga disebut ABU. Jadi,
wilayah Desa teebut dinamakan Degaliabu.

Keadaan Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah
penduduk Desa Kaliabu adalah terdiri dari 1.683 KK, dengauhaju
penduduk 4.907 jiwa, dengan rincian 2.483 -laki dan 2.424

perempuan.
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No Usia Laki -Laki Perempuan Jumlah
1. 0-4 168 168 336
2. 5-9 171 123 294
3. 10-14 161 152 313
4. 15-19 178 170 348
5. 20—-24 178 168 346
6. 25-29 160 143 303
7. 30-34 182 184 366
8. 35-39 161 207 368
9. 40-44 204 212 416
10.| 45-49 214 193 407
11.| 50-54 192 175 367
12.| 55-58 140 135 275
13. >59 374 394 768
Jumlah 2.483 2.424 4.907

Dari data diatasnampak bahwa penduduk usia produktif pada
uga 20— 49 tahun sekitar 2.206 atau ham®5%. Hal ini merupakan
modalberharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Dari jumlah 1.683 KK datas, sejumlah 813 KK tercatat sebagai
pra sejahtera, 213 KK tercatat keluarga sejahtera I, 224 KK tercatat
keluarga sejahtera I, 189 KK tercatat keluarga sejahtera Ill, 169 KK

tercatat keluarga sejahtera 1l plus.

B. DeskripsiLegalitas Pencantuman Label Produk Industri Brem Di

Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun

Pencantuman label pada produk merupakaetu hal yang penting
yang harus dilakukan oleh masyarakatlustri rumah tangga brem
khususnya pada produsen brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan

Kabupaten Madiun. Setiap pelaku usaha atau produsen brem dalam
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menciptakan atau membuat suatu produk perumpunyai label produk
yang tercantum pada kemasan dengssaih label yang jelds.

Sebagaimana dijelaskan dalam peratpemindangundangan bahwa
pelaku usaha yang menciptakan suatu produk harus mencantumkan
informasi label pada kemasan pangan dengéunlid atau dicetak
menggunakan bahasa Indonesia serta mempalang sedikit keterangan
mengenai: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi
bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, halal bagi yang
dipersyaratkan, tanggal dandeoproduksi, tanggal kadaluwarsa, nomor izin
edar, dan ketangan bahan yang digunakan.

1. Perggunaan Label Produk Nomor P-IRT di Desa Kaliabu

Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun

Dalam memberikan keyakinan terhadap konsumen untuk
mengkonsumsi suatu barang apmaduk yang diciptakan, para pelaku
usaha atau produsen ustri brem mencantumkan nomoil®T yang
berada pada label kemasan produk brem. Pencantuman ndRér P
pada kemasan produk brem menyprdadusemadalah sebagai bentuk
tanggung jawab yang pentifzagi pelaku usaha dan produsen brem
agar memberikajaminan keamanan pada produk yang diciptakan.

Nomor RIRT yang berada pada industumah tangga brem di

Desa Kaliabu Kecamatan Mejaydtabupaten Madiun ini terdapat

! Ibu Sum Wawancara, 2Agustus 2019.
2 1bid.,
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penggunaan NomormRT secara khusutengan satu nomorIIRT dan
berbedabeda antar produsen satu dengan produsen yang lainnya,
sebagaimana diungkapkan oleh lbu Sum :
“Penggunaan kepemilikan nomo*rIRT disini itu ada yang
khusus, ada yang umum mbak. Kalau penggunaan dalam bentuk
yang umum y#u biasanya penggunaan nomorlFT yang
digunakan oleh banyak orang atau pelaku usaha. Sedahkglkan,
penggunaan nomorIRT yangkhusus adalah penggunaan nomor
P-IRT yang dgunakan hanya khusus satu orang pelaku usaha.
Penggunaan nomor-IRT yang dgunakan secara umuoieh
para produsen industiumah tangga brem di Desa Kaliabu Kecamatan
Mejayan ini sebenarnya terdapat faktor tertentu dari produsen industr
rumah tangga brem yang membuat mereka enggan menggunakan
Nomor RIRT secara mandiri. Dmana penggunaan nomor-IRT
secara umum atau bersamaan ini sudah ada dan dilakukan sejak jaman
dahulu dan penggunaan nomoiRT dengan cara yang umum ini
menurut megka agar memudahkan dalam memproduksi produk brem
nya.
Seperti yang diungkapkan oleh Bapak peatu :
“Penggun aPART yang khaesus disini itu sudah banyak
mbak, sebenarnya memang lebih aman penggunaan neiRdr P
yang khusus atau senddaripada yang umum atau bersamaan
dengan produsen yang lain, tapi saya masih menggunakan yang
umum karea awalnya saya masih belum punya nama usaha
sendiri jadi saya pakai yang umumMan sekarang saya sudah
memiliki nama usaha sendirad masih menggunakan nomer P
IRT yang sama. soalnya saya berfikir kalau menggunakan nomor

P-IRT sendiri itu pasti mengurusiberkasberkas untuk
penyuluhan dan yang lainnya. Dan pasti mengurus itu kan tidak

3 lbu Sum Hasil wawancara24 Agustus 2019.
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mudah. Sedangkan saya setiap hari mengurusi prodera
sayta.”

Jadi, ahsanBapak Pramenggunakan satu nomo+lRT karena
awal mula beliau sebelumnya belum mempunyai nasaha milik
sendiri dan hanya masih memproduksi brem biasa dengan kemasan
plastk saja tanpa nama dan nomo+#lFT dan nama usaha yang
dipakanya purntersebut adalah milikbu Sum. Semakin waktu berjalan
Bapak Pra ini membuat nama usaha untuk miliknya sesah sampai
saat ini nama usaha tersebut sudah digunakan tetapi nelRdr i¥/a
masih menggunakan dengan norRdRT yang samanilik ibu Sum

Berbeda dengan Ibnd, pada pencantuman nometRT yang
dilakukan oleh lbu End, sebagaimana diungkapkan yaitu

“Penggun a alRT pada produk bRem ini saya gunakan
dengan secara umum dan ini sudah dilakukan oleh orang tua saya
mbak sebelumnya, jadi saya hanya mesi@onya saja.
Sebenarnya saya tau juga nomelRH tidak boleh digunakan
secaraumum tapi maubagaimana lagi, kalau mengurus sekarang
pun akan memakan biaya dan waktu yang cukup lama jadi saya
tetap menggunakan dengan cara bersamaan dengan iyarya la

i i

Pada dasarnya produsen indusiimah tangga brem menyadari
apa yang dilakukan terhadapiakas kegiatan usahanya terutama pada
penggunaan Nomor-HRT secaraumum bahwa pada penggunaan

nomor RIRT sebenarnya tidak boleh digunakan dengagka waktu

yang terus menerus karena akan mengakibatkan kerugian bagi pelaku

4 Bapak Pa, Hasil wawancara24 Agustus 2019.
5 lbu End Hasil wawancara24 Agustus 2019.
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usaha untuk waktu yang akdatang, seperti yang diungkapkan oleh

Bapak Ya sebagai berikut

“Unt uk -IR0® yangrsay® gunakan sebenarnya saya paham
mbak kalau penggunaawmmor RIRT saya ini tidak boleh secara
terus menerus digunakan secarmum dan memang lebih
baiknya itu sgeap orang mempunyai nomorIRT secara khusus
atau penggunaan hanya milik sendiri agar tidak merugikan usaha
nya juga sebenaya, tapi untuk saat ini saya juga masih belum
bisa walaupun memang yang saya tahu mbak prosedur yang
digjukan ini tidak mengelukan biaya, tetapi untuk prosedur
pengajuan nya inipun pasti nantinya ada talalap seperti
penyuluhan dari dinas kesehatarbedam saya mendapatkan
nomorRl RT" .

Dalam penggunaanomor RIRT secara umum atau bersamaan
yang digunakan oleh para produssirdalam sstem penggunaan untuk
nomor RIRT terdapat perjanjian dlalamnya sebelum para produsen
yang bergabung dalam penggunaan nomii Pini menggunakannya
dalam produk brem yang diproduksinya, sebagainifbnaum selaku
yang memiliki nomor RRT mengatakan bahwa :

“Penggunaan nomorIRT secara umum untuk saat immor R

IRT yang dimiliki satu orang digunakan oleh yang lainnya,
penggunaan dengan cara bersamaan ini berawal produsen ada
yang belum mempunyai nama usaha rumah industrinya sendiri,
lalu ikut dalam penggunaan nomo#lRT ini dan ada juga yang
sudah memiliknama tapi belum siap dalam penggunaan nomor
P-IRT sendiri. Untuk sistemnya karena diawal saya sendiri yang
mempunyai nomor #RT jadi mereka yang menggunakan harus
mendistribusikan bargy yang saya produksi juga walaupun
mereka juga membuatnya sendirindan nama usaha mereka
sendiri. Karena penggunaan dengan cara bersama ini juga ada
perjanjiannyadan perjanjiannya pun hanya perjanjian yang
biasa’’

6 Bapak YaHasil wawancara24 Agustus 2019.
"1bu Sum Hasil wawancara25 Agustus 2019.
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Dari penjelasan yanthu Sum ungkapn, untuk para produsen
industri rumah tangga brem dalamenggunakan nomor-RRT yang
dimiliki oleh Ibu Sum harus menjalankan perjanjian yang sudah
dilakukan sebelum menggunakan nomelRF tersebut. Walaupun
hanya perjanjian yang dikategorikan perjanjj@mg biasa tetapi hal
tersebut harus dilaksanakan agdaki ada pihak yang merasa dirugikan
dalam penggunaan nomoflRT dengan cara umum ini.

Diungkapkan pula oleh Bapak ISumengenai perjanjian yang
terkait dalam penggunaan nomefRPT secara umum ini,raara lain :

“Kal au ditanya mPIRTsedara khuspseuntukg u na an

diri saya sendiri belum bisa kalau saat ini mbak, alasannya masih

sama dengan produsen yang lainnya masih belum siap untuk
penyuluhan karena penyuluhan itu pasti berlangsung lama dan
saya belum siap. Tetapi kalau misalnya sagimimenggunakan
nomor RIRT secara khusus dan sendiri bisa saja dan tidak apa
apa. Untukbeliausendiri pun tidak masalah kan dalam perjanjian
nya itupun jika saya menggunakan nomotRF beliau dan
bergabung mnggunakannya hanya harus mendistribusikan
produk brem yang dibuat beliau, tidak ada yang lain jadi kalau

ingin berhenti bergabung tidak apap & ” .

Penggunaan #RT ini punsebelum digunakan oleh ibu Sum dan
yang lainnya, adany@engajuan prosedur periaim nomor ART yang
dilakukandansebelum mengajukan harus memenuhi persyaratan untuk

diberikan kepada dinas kesehatan seperti yang dinyatakanboleh

Sum, sebagai berikut :

8 Bapak Sk, Hasil wawancara 25 Agustus 2019.
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“Yang saya tahu untuk pengajuan itu perlu membawa formulir
perizinan, KTP, fotBx4, denah tempat usaha atau runzainat
keterangan dari puskesmas, surat permohonan izin produksi
makanan kepada dinas kesehatan, data produk kita, mengikuti
penyuluhan keamanan pangaidl i nas kesehatan”
Jika pengajuan sudah dilakukan dan sudah rgkém syarat
syarat pada proseduregzinan untuk nomor #RT, proses untuk
mendapatkan nomor-RT pun akan memakan waktu yang lama
sekitar 3 (tiga) bulan atau bisa lebih dari waktu yang ditentukan.
Sebagaimana diungkapkan oléln Sum, ialah :
“Unt u kapatkennsurat atau sertifikat @penan RIRT dari
dinas kesehatan itu sekitar paling cepat waktu 3 (tiga) bulan
sertifikat tersebut sudah bisa keluar tetapi bisa juga lebih mbak,
tergantung dari dinas kesehataritya
Secara prosedur yang dijelaskan térkarizinan,lbu Sumpun
belum menyanakan produsen lainnya yang bergabung bersama beliau
untuk menggunakan nomor-IRT secara khusus, seperti yang
dikatakan oleh ibu Sum, yaitu :
“Sejauh ini sSaya uxkeéemben tapeatan a h
menyarankan yanigergabung bersama saya untuk menggunakan
secara khusus, karena itu adalah hak mereka, bukan hak saya. Jadi

kalau mereka belum mau ya tidak apa apa dan tidak bisa
dipaksakan, karena saya disini juga niat nya membantueni& a ”

Dari pernyataan datas, bahw&egiatan penggunaan nomor P
IRT secara bersamaan ini memiliki tujuan untuk membantu produsen

yang belum memiliki sertifikat perizinanIRT dalam memproduksi

% lbu Sum Hasil wawancara16 November 2019.
10bid.,
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produk bremnya. Selain itu kegiatan produsen dalam penggumniaa
pun sebenarnya sudah tidak giakan, tetapi karena produsen lainnya
pun enggan mengurus sertifikat perizinan dengan alasan tidak memiliki
waktu dalam mengurusnya prosedur perizinan tersebut dan juga belum
adanya kesiapan dalam menghadapi penyulyhag dilakukan oleh

Dinas Kesehatan

PencantumanLabel Halal pada Produk Kemasan Brem di Desa
Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Dalam penciptaan suatu produk bukan hanya nomor izire¢alar
nomor RIRT saja yang menjadi hal penting yamgrada padkemasan
suatuproduk. Tetapi ketntuanmencantumkan labélalal pada produk
pangan yang diciptakan pun juga menjadi hal penyiagg harus
dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen indusem dalam
menciptakan produknya agkonsumen mendapan kenyaman dan
keamanan ketika mengkonssinproduk tersebut.

Pada kemasan produk brem yangrdduksidi Desa Kaliabu ini
masih banyalpelaku usaha yangerdapatmemiliki label halal pada
kemasan produk bremya yangtelah beredadi pasarammasih belm
mencantumkan label Halplada produk kemas bremdan ada pula
pencantuman label Halal yang sudah ada, akan tetapi label halal
tersebut berbentuk tulisan halBuatan sendiri dengaberbahasa

Indonesia yang tidak sesuai dengan standar ketentuan LPPOM MUI
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Untuk keterkaitan penggunaan label hakadlg kemasan produk
brem yang diproduksi oleh induistumah tangga brem milik Bapak Jo,
sebagaimana diungkapkan Bapak Jo yaitu :

“Untuk penggunaan label halal saya sendiri belum
mencantumkatabel halal yang resmi pada kemasan produk brem

yang saya produkskarena saya belum mempunyai sertifikat

halal, dan menurut saya pun dalam memproduksi sudah
memperhatikan kebersihan dari sdddt yang saya pakai untuk

mengolah brem dan pastinya terfandlari halhal yang berbau

haram. Maka dari itu menurut saya pukdg/ang saya produksi ini

sudah hal al dah boleh di konsumsi”

Dalam memproduksi produk brem nfapak Jo memisahkan
tempattempat produksi ketika memasak dan mencetak brem demi
menjaga keseftan dan kebersihan produk breRroses pembuatan
brem di rumah idusti milik Bapak Jo, dilakukarbersamasama
denganstri dan analanaknya.

Lain hal nya dengan IbEn perihal pencantuman label dengan
tulisan halal yang dibuatnya sendiri ddigunakan oleHbu Enpada
kemasan produk bremnyibu En mengungkapkan

“ 8ya mencantumkan tulisan halal dengan berbahasa Indonesia

ini karena memang produk ini bisa dikonsumsi oleh semua orang

mbak, khususnya kita yang bergama Islam. Dan ini jidpk
mengandung yang haram. Dan penggunaan label halal secara
resmi menurut saypiga tidak terlalu penting karena saya juga

tidak mempunyai waktu untuk mengurusnya dan pasti
prosedurnya itu sedikit rfmit dan

11 Bapak JoHasil wawancara29 Agustus 2019.
121bu En Hasil wawancara29 Agustus 2019.
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Sependapat dengatbu En, terkait pada label halal yang
dicantumkan dalam produk bremnya Ibu deviapenggunaan dengan
mencantumkan label halal secara resmi dengan disertai sertifikat izin
halal secara resmi menurutnya tidak terlalu pentngnurutnya.
Sebagaimana Ibu Deengatakan:

“Menurut saya pencantuman | abel
izin halal secara resmi tidak terlalu penting karena kegiatan usaha
yang saya jalani saat ini masih jenis usaha dengan skala yang kecil
bukan kegiatan usaha yang besar, sepefiripp@abrik besar

diluar sana yang mengolah makanan ataupun minuman yang perlu
menmniliki izin sertifikat halal secara resmi dalam produk

ol ahanya.”

Lainnya, menurut Ibu Ru mengenai penggunaan dan
pencantuman label halal yaitu :

“ P apraduk bremyang saya olatsaya sendiri menurut saya
bahanbahan nya sudah halal mbak, terlebih laggg saya
meyakini bahan yang digunakatidak ada unsur keharaman.
Walaupun saydianya mencantumkan labefang bertulisakan

halal biasapada kemasaproduk sayatapi saya yakin akan
kehalalan bahabahan dari produk brem yang saya olah sendiri,
karena bahabahan yang dipakai tidak terlalu banyak, hanya
beras ketan putih atau tape ketan putih, kemudian diolah dan
di campur dengan ragi, st#da, dan

Dari penjelasan yang diberikan oleh Ibu Ru tersebut bahwa beliau
tidak menggunakan labbhlal secara resmi karena telah merasa yakin
atas bahafahan olahan brem yang digunakan sudah baik dan halal

untuk dikonsumsi.

131bu De Hasil wawancara29 Agustus 2019.
1bu Ry Hasil wawancara 29 Agustus 2019.
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Pada penggunadabel halal yang digunakan olébu Srjuga
belum sesuai dengan ketentusesmi yang ditentukan oleh MUI
sebgaimana diungkapkan, antara lain :

“Pencantuman yang digunakan pada

belum resmi mbak, prosedurnya itu sulit setau sayanlak,

belum nanti ngurus pendaftaran, ngurus juga nanti pengecekan
tempat usaha kita, biaya juga pasti dikdtaar untuk
menggunakan label halal dari MUI. Saya juga yang penting dalam
menjual produk brem saya sudah sesuai dan tidak ada kendala
mengenai ladl halal dari konsumen juga jadi dengan tidak resmi
pun tidak apa p & "

Mbak An pun mengatakanmengenai proskir pengajuan
sertifikat halal beliau pun tidak mengetahui secara jelas bagaimana
tahg-tahap dalam pengajuatersebut, seperti yangliungkapkan
sebagai berikut :

“Yangsaya ketahui untuk pengajuan prosedur itu awalnya pasti

mendaftar terlebih dahulu pak&rmulir mbak, tapi setelah

mengajukan formulir saya kurang tahu bagaimana selanjutnya,
karena saya juga kan belum permaéngajukan nya dan disini

pun juga banyak mereka yang belum menggunakan label halal

atau sertifikat ha¥Yal untuk produ

Dapat diketahui penjelasan pada prosedur sertifikat halal untuk
penggunaan produk brenMbak An dan produsen lainnya masih
kurangnya pengetahuan atas prosemosedur dalam penggunaan
sertifikat halal.

Berbeda dengamBapak Pa, dalam memberi anggapan atas

pencantuman label hals¢cara resnjiangseharusnya harasgunakan

15 |bu Sr, Hasil wawancaral6 November 2019.
16 |bu Sr, Hasil wawancara 16 Novemier 2019.
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oleh produkbrem yang diproduksi oleheliau Menurut Bapak Pra

adalahsebagai berikut :

“Sebenarnya saya ingin mbak menggunakan label halal resmi
yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiapi mungkin untuk
waktu yang akan datang kalau dananya sudah ada saya ingin
mengurusnya, tetapi saya juga barfikahanbahan yang
digunakan ini kan sudah halal dan tidak ada yang haram, jadi
kalau untuk menggunakan label halal yang resmi juga untuk ap
Tetapi saya tau dalam pemerintah sudah diatur mengenai
sertifikat halal demi hal yang baik dan keamanan pendaeii
saya juga ingin menggunakan label halal secara resmi walaupun
untuk waktu ydng akan datang.”
Dalam tanggapan yang diberikan oleh Bapa& ini untuk masa
yang akan datang beliau ingin memiliki sertifikat halal dan
mencantumkan label halaecararesmi pada produk kemasannya
sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintah khusaismga yang
dikeluarkan olel.PPOM-MUI. Karenasebuah indstri dalam bentuk
makro ataupun mikro atau dalam bentuk industmah tanggayang
mengolah jenis makanan ataunumanmemang seharusnya memiliki
label halal agar baik demi kedepan suatlusti itu sendiridan baik

juga untuk konsumen yang mengkonsumsbdquk dari indusiryang

menciptakan produk tersebut

17Bapak PraHasil wawancara,29 Agustus 2019.
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BAB IV
ANALISIS MAS}LAHIAHDAN PERUNDANG-UNDANGAN PRODUKSI
PANGAN TERHADAP LEGALITAS PRODUSEN BREM DI DESA

KALIABU KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Masj}lahjaldan PerundangUndngan Produks Pangan
Terhadap Legalitas Nomor RIRT Yang Digunakan Oleh Para
Produsendi Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun

Dalam Islam, tujuan ditetapkannya hukum tidak lain adalah untuk
meralisasikan kemas}/ahlatamanusia. Pada pengertiannyanasjahjah
merupakan perbuatarperbuatan yang mendorong kepada kebaikan
marusia. Dalam arti yang umunmasj/ah}addalah segala sesuatu yang
bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan
keuntungan atau dalam arti menolak, menghindarkan seé@aplgkan
kemadha>ratgan kerusakajika manusia itu sendiri menolakas}ahjah
sama halnya dengan membekukan? a . Hat teesébut berdasarkan

dengan firman Allah SWT dalam Q.S-Ahbiya: 107 yang berbunyi :

:@!ﬁ“ﬁ{ s .yﬁ?_

Artinya : “Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alaih

Al-Qur " an, 21: 107.
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Berdasarkardata penelitian bahwa kegiatan usaha yang dilakukan
oleh produsen industrumah tangga brem dalam penggunaan nom&TP
di Desa Kaliabh Kecamatan Mejayan tenolat 2 (dug sistem yaitu stem
secara umum dan khusus. Penggunaan noART Recara umum, anana
produsen menggunakan nomo#FT dengan cara menggunakan secara
bersamssama dan penggunaan nomo#RA secara khusus digunakan
sea@ra tersendiri atamilik sendiri.

Pengunaan nomorIRT di Desa Kaliabu ini masih terdapat beberapa
produsen yang menggunakan nomdRF secara umunMengenai faktor
yang dilakukan produsen industri rumah tangga brem dalam penggunaan
nomor RIRT secara mum atau bersamaan ini, dikarenakan para produsen
mengawali penggunaan nometfT tersebut sudah lama atau sejak jaman
dahulu dan sampai saat ini memefun enggan menggunakannya secara
khusus. Penggunaan yang dilakukan oleh beberapa produsen yang
bergabmg dalam penggunaan nomo#RT ini juga mengatakan bahwa
nomor RIRT yang digunakan adalah milik satu orang yaitu mbilk Sum

Ibu Sum selaku pemilihomor RIRT ini menerima penggunaan
Nomor RIRT secara umum atau bersamaan, tidak semata produsen
lain langsung menggunakannya. Tetapi penggunaan noriBT Rni
terdapat perjanjian yang harus dilakukan oleh para produsen indusah
tangga bremdinnya, yaitu jika menggunakan nomotRPT yang dimiliki

olehlbu Sum ini, produsen lainnya yang menggkan nomor RRT harus
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mendistribusikan produk brem olahan yang diproduksi dékh Sum,
walaupun produsen lainnya juga memproduksi brem yang diolahnya
sendiri.

Dalam kegiatan usaha yang dijalani oleh produsen industri rumah
tangga brem terhadap legalif@snggunaan nomor izin edar atau nomor P
IRT, bukan hanya perlunya mematuhi aturan dalam undarmang yang
ada tetapi nilaimas}ah}alin haruslitegakkan mengingat hukum tersebut
tidak terdapat didata nagfailk AF-Qu r ' a n mbadisuSehingga
diperlukan kajian mendalam terhadap aktivitas kegiatan usaha tersebut
karenarmas}/ah}aterupakan salah satu metode pembentukan hukum dalam
Islam. Alasan yang memperkuat ditegakkanmyas}ahjaah masjahjah
merupakan hasil induksi terhadap ayat atau kaghing menunjukkan
bahwa setiap hukum mengandukgmasjahjaidragi umat manusia.
Masj}lah}aranusia juga akan senantiasa dipengaruhi perkerabaegpat,
zaman dan lingkungan manusia. Apabil# a rslam haaya terbatas pada
hukum yang ada saja, magkan membawa kesulitan bagi umat manusia.
Selain itu, jumhur ulama juga beralasan pada beberapa perbuatan sahabat
yang sering kali berbuat dan mbuat kebajikan dengan berdasar pada
masjlahjahMas}lah}dkrsebut pun tidak boleh bertentangan dengas
yang ada didalam#&ur ' an dan Sunnah, harus ada
dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga yakin bahwa dapat

memberikanmasj/ah/dan menolaknadha>ratanmasj}ah}harus bersifat
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umum serta menyeluruh kepada semua otanga adanya tanda khusus
untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.

Dalam hukum Islammas}lahjafiklasifikasikan kedalam beberapa
bagian. Hal tersebut dilakukan agar mengetahui kategas//ahjafiana
yang dihadapi oleh kalangan manus&hingga dalarpenetapannypada
hukum Islam diketahui dengan jeld3alam hal ini kasifikasi mas}ahjah
berdasarkan dari sefjngkatannyamas}/ahjdibagi menjadi 3 (tiga), yaitu
Mas}lahlah hBrwryah (Kepentingan Primer) Majsladp Hgjiyyah
(Kepentingan  Sekundg  Mas}ahlah  Tahkpsah (Kepentingan
Tersier/Pelengkap).

Berdasarkan paparan data di atas, mengaitas yang dilakukan
oleh produsen brem terhadap penggunaan nom®&TPsecara umum
tersebut,dapat dianalisis bahwa kegiatan tersebut bisa dilihatalui
pendekatamas}/ah}gangdapat dijelaskan bahwa kejadian yang dilakukan
oleh para produsen iinmasuk ke dalam bentuknajsiahjahgjfyyah
(kebutuhan sekunderyang termasuk hukumuksahyang padaegiatan
penggunaan nomorRT secaraimum atalbersamaan ini dilakukan untuk
menghilangkan kesulitan atau memberikan kemudahan para produsen
dalam memroduksi produk nya tanpa melakukan perizinan terlebih dahulu
kepadaDinasKesehatanDalam hal ini memang kegiatan yang dilakukan
oleh para produsenrsebut tidak menyalahi yang berada di dalam aturan

masj}lah}akarena kegiatan industri brem yadtgakukan ini pun adalah
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kegiatan yang sudah disepakati secara bersama dengan adanya
perjanjian yang dilakukan oleh para produsen sebelum penggunaan nomo
P-IRT tersebut digunakan secaradsmna.

Selanjutnya, pada peraturan perundangangan yang ditapkan
oleh pemerintahterhadap kewajiban produsen industri brem dalam
penggunaan nomor -IRT yang sebagaimana diatur dalam Undang
Undang Nomor 18 Tahun 20T2ntang Pangai® a s a ISeti& Drarig
dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti labdhbete
kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa
Pangan yang diedarkah.

Berdasarkanuraian UndangUndang Pangandiatas, bahwa para
produsen dalam menjalankan usahanya terdapat aturan mengenai
perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh produsen selama mereka
menjalankan kegiatan usahanya dalam memproduksi produknya. Hal itu
dikarenakan jika sampai para produsen tersebut tidak mematuhuleeten
yang berada pada peraturan yang tertuang dalam wotdagg maka
para produsen tersebut harus menanggung sanksi dari perbuatan
melanggarnya tersebut.

Dalam hal ini pun sudah jelas bahwa para produsen industri rumah
tangga bremmasih belum mematuhitian yang telah diatur oleh
pemerintahyang sebagaimana dilakukan oleh para produsen ini hanya

memikirkan kemudahan dalam melakukan kegiatan usahanya tanpa
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memberikan keamanan untuk kegiatan usaha nya sendiri. Para produsen
yang terlibat dalam penggunamoma P-IRT secara umum ini pun
menganggap bahwa proses perizinan dalam pengajuan untuk memperoleh
sertifikat perizinan RRT itu sedikit rumit dan juga belum adanya
kesiapan untuk melakukan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas
Kesehatan. Padahal dalanogesprosedur pengajuan untuk memperoleh
sertifikat perizinan nomor -FRT, pada pengajuannya tidakkenakan
biaya atau gratis dalam pengajuannya tersebut, hanya memang terdapat
persyarataipersyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana yang tertera
pada Perairan Menteri Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga yang ditegaskan pada Pasal 5 menyatakan bahwéuk
memperoleh Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga, pemohon harus
memenuhi persyaratagaittuBerbentuk badan usaha atau perseorangan
yang termauk saha mikro yang telah memperoleh izin usaha sesuai
dengan ketentuan peraturan perundamgdangan, memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak, memiliki sarana bangunan dengan status milik
sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun; dan memiliki
prasaranayang memadai ”

PadaPasal 6 ayat ()un menegaskab a h warmdhonan dapat
diajukan dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut : fotokopi izin
usaha, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak, peta lokasi dan denah

bangunan, daftar peralataproduksi, détar alat kesehatan dan/atau

61



PKRT yang akan diproduksi, dan Surat keterangan/rekomendasi hasil
penyuluhan dari petugas kesehatan yang berwenang di dinas kesehatan
provinsi ”

Pada penjelasamengenaipersyaratan prosedur perizinan yang
berada pda perundangindangan diataspahwa sebelum memiliki
sertifikat perizinan RRT harus memenuhi persyaratan sebelum
memperoleh sertifikat perizinan tersebut. Ddalam hal ini pun
seharusnya para produsen untuk bisa lebih berinisiatif dengan
menggunakan noan P-IRT seara khususiengan mengajukan prosedur
untuk memperoleh sertifikat perizinatbagi produk brem yang

diproduksinya hal ini punguna memberikan keamanan dan keselamatan

bagi industri rumah tangga produsen itu sendiri.

B. Analisis Masj}lah}aflan PerundangUndangan Produksi Pangan
Terhadap Legalitas PemantumanLabel Tulisan Halal Di Desa Kaliabu
Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun

Halal ialah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diizinkan, atau
dibenarkan dalare /7 a Asfam. Ba@am Islanstilah Halal biasaidunakan
terhadap suatu tindakan, percakapan, perbuatan, dan tingkah laku yang
boleh dilakukan oleh umat Islam yang mana dalam aspek makanan,
minuman, dan barang gunaan yang tidak dilarang untuk dikonsumsi atau

digunakan oleh umat Isia?

2 Sofyan HasarSertifikasi Halal dalam Hukum Positit38.

62



Pada dasarnya semm makanan dan minuman yang berasal dari
tumbuhtumbuhan, sayusayuran, bualbuahan dan hewan adalah halal,
kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa mahMsikanan yang
halal yaitu makanan yang diperbolehkan bagi seorang mustituk
memakannya. Selgaimana firman Allahw#& dalam QS. AlBagarah ayat

168, dijelaskan yakni:

o \po AR A s sz e aNNAA o o

A el Eh B GIR xG ST ORaB L K78
@

A Hali sekalian manusi a, makanl ah
terbaik dibumi, dan janganlah kamu mengikangkahlangkah syaitan,
karena sesungguhnya syaitan itu musuhgyann y at a* bagi muo

Menyikapi hal ini, kategori halal terhadap makanan ataupun minuman
yang diproduksi harus memiliki kejelasan dalam memberikan informasi atas
produk pangan yangiperdagagkan agar memberikan keamanaian
keselamatamagi konsumen khususnya konsumen yangdrea nuslim.
Sebagaimana yang dilakukan oleh produsen industri rumah tangga brem di
Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan, dalam melakukan kegiatan usahanya
terhadap pencantuan label halal masih terdapat produsen yang enggan
mencantumkan label halal pada kenmggaoduk brem yang diproduksinya,

dan ada pula terdapat produsen yang menggunakan label halal dengan

% Ibid., 139.
4Departemen AgamaRAI-FQur 6an dan Seafielma@Qur’ an, 25.

63



tulisan yang dibuat nya sendiri yang tidak sesuai dengan standatukeat
yang dibuat oleh LPPOMNUI.

Dalam konsepmnasjliah}gfada penggunaan sertifikaard labelisasi
halal pun juga sangat tepat untuk diterapkan bagi pemenuhan kebutuhan
hidup manusiaKarenamas}/ah}afendiri adalah segala sesuatu perbuatan
yang bermardat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan
keuntunganatau dalam artimenolak, menghindarkan setiap penolakan
kemadha>ratatan kerusakah.Maka dalam hal ini, dengan tercapainya
makanan dan minuman yang sehat, halal dan baik perlu adanya
pencantuman label halal yang ditandai dengan sertifikasi halal.

Berdasarkandata yang diperoleh, penggunaan dan pencantuman
Label Halal pada kemasan produk brem yang berada di Desa Kaliabu dalam
hal ini para produsen madiirang menyadari arti pentingngancantuman
Label Halal pada produk olahan dengamengabaikan da enggan
menggunakannya, mereka pun beranggapan bahwa penggunaan Label
Halal tersebut tidak terlalu penting karena selama dalam memproduksi
produk brem belum adanya konsumen yang merasaldarugengan tidak
adanya pencantuman Label Halal pada kemasanukrtersebutPada
permasalahan inipada pendekatan mas}ahlafika dilihat dari segi
kepentingannya yaituergolong dalammasjlatfiadharu>riyadi mana

masjlaifiaharu>riyd&ferkaitan degankepentingaragama dan dunigang

SMu s f i k a BertifikbsydarsLab |“i s a s i Produk Hal A Perspekt.i
Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam,. 368
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dengan adanya label halal pada kemasan progak}//ahjalapat tercapai

dan menentramkan umdan jugamenjaga kelima prinsigangterpenting

dalam kehidupan manusia sebagaimana yang telah disepakati para ulama
usjulal-figh, bahwa kelima prinsip ut kemasj}lahjatamemelihara agama,

jiwa, akal, keturunan dan harta.

Menurut analisa peneliti, penggunaaasiatiialharu>riyderhadap
pencantuman label halal pada kemasan produk brem dapat dijabarkan
sebagai berikut

Pertamapada pemeliraan agamdari para produsen industri rumah
tangga brem terkait penggunaan dan pencantuman label halal para produsen
masih belum sesuai dgan pemeliharaan agama dalam kegiatan aktivitas
yang dilakukannya karena para produsen belumcargumkan label halal
pada kemasan produk brem dan adapula pencantuman label dengan tulisan
halal yang dibuat oleh produsen itu sendiri tanpa secara resmdizng
oleh LPPOMMUI, tetapi para produsen telah beranggapan bahwa produk
brem yang diproduksitelah terjamin kehalalannya karena telah
memperhatikan alalat yang bersih dan menggunakan babaman yang
terhindar dari keharaman.

Pemeliharaan agama, @agencantuman label halal sangat penting
untuk digunakan dalam suatu produk kemasan yang dikandagangkan
karena kehalalan dalam produk menjadi kepentingan dunia dan akhirat,

khususnya pada kehalalan makanan dan minuman. Dan walaupun menurut

65



produsen dlah terjamin kehalalan terhadap tata cara pengolahan yang
dilakukan, tetapi pengakuan dari leaga yang telah memiliki kewenangan
perlu dilakukan demi memberikan keamanan makanan dan minuman yang
akan dikonsumsi oleh konsumen.

Kedua, dalam pemeliharaan ahk akal sangat menjadi hal yang
penting bagi seseorang untuk berfikir, salah satunya jikadieguatu
permasalahan akal akan menjadi hal utama dalam mencari titik terang dalam
permasalahan tersebut. Pada pemeliharaan akal ini terkait pencantuman
label halal, para produsen masih belum memenuhi dalam memelihara
akalnya, sebagaimana dalam aktivitkegiatan industri brem yang
dilakukan produsen masih belum mematuhi ketentuan dalé&na rislam - a
yang kehalalan makanan menjadi sangat penting unirkberikan rasa
keamanan dan keselamatan bagi para konsumen, khususnya umat Islam
yang mengkonsumsi prall brem tersebut.

Ketiga, pada pemeliharaan harta, Islam mengajarkan manusia untuk
menjaga hartanya sesuai dengaw a rislam.-Tat#pi, pada penggara
dan pencantuman label halal yang dilakukan para produsen adalah masih
belum menggunakan label halaldmasih adanya berupa penggunaan label
tulisan halal secara tidak resmi. Maka dalam hal ini para produsen masih
belum bisa memelihara harta karena, apgrodusen masih belum

memberikan keamanan terhadap produk brem tersebut. Dan para produsen
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pun hanya mmentingkan haknya sendiri dan tidak mementingkan hal para

konsumen yang mengkonsumsi produk brem tersebut.

Selanjutnyaberdasarkan peraturan yang beratl dalam Undang
Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangamatap penggunaan dan
pencantuman label f# yang dilakukan oleh produsen industutmah
tangga brem pada kemasan produk brem yang tidak terdapat mencantumkan
label halaldan mencantumkan labkélal dengan buatan tangan produsen
itu sendiri tanpa dilakukannya secara resmi, dalam hal ini ditegaskda
Pasal 1 OSetiahlabdl pangar yang diperdagangkan wajib memuat
keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. Dan
setiaporang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak
benar dan/atau menyesatkan pada la§eDan pada Pasal 10fun juga
di t e gas k &atiapboeaimgwyang fnenyatakan dalam label bahwa
Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesulngan yang
dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenararinya.

Dari uraian tersebut, dapat dianalisis balkggidan para produsen
dalam pencantuman label halal yang dilakukan, dalam haéiaiprodusen
belum memenuhi atau mematui aturan yang telaletagikan oleh
pemerintah Sebagaimana para produsen tidak mencantumkan label halal
atau mencantumkan label halal gaindak sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh LPPOMUI. Yang pada dasarnya pencantuman label

6 |bid., Pasal 100.
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halal ini sangat diwajibkan untuk memblegamanan dan keselamatan bagi
konsumen yang mengkonsumsi produk brem tersebut. Melainkan para
produsen enggan meantumkan label halal yang menurut mereka dari
pengajuan prosedur sertifikat halal butuh memakan waktu lama dan juga
memerlukan biaya, adapjuga mereka belum memahami bagaimana cara
dan tahagahap dalam pengajuan prosedur sertifikat halal yang dikaaenak
kebanyakan dari mereka disana tidak mencantumkan label halal pada
kemasan produknya.

Permasalahan ini pun juga berkaitan erat dengan ngriddadang
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang mengatur
secara khusus mengenai prosedur sersiikzalal ataupun kewajiban
penggunaan label halal terhadap produk olahan yang diciptakan,
sebagaimanalitegaskan dalanP a s a | 4 Prddak hyang masuk,
beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat
halal. ™

PadaPasal 2 UndangUndang Jaminan Produk Halal menegaskan
“Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib
memberikan informasi secara bengelas, dan jujur memisahkan lokasi,
tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan,

pendistribusianpenjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak

7 |bid., Pasal 4.
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halal, memiliki penyelia halal; danmelaporkan perubahan komposisi
bahan kepad®8PJPH®

SelanjutnyaPasal 2%yat (2) undangindang inijuga menyatakan
bahwa“permohonan sertifikat halal harus dilgkapi dengan dokumen
yaitu data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan

yang digunakan dan proses pengolahan pkodu

Dari uraian di atas mengenai ketentuan Unddndang yang telah
dilakukan oleh para produsen dapat dipahami bahveatetn yang diatur
oleh pemerintah dalam undangdang, harus dipatuhi dan dijalani karena
hal tersebut menjadi kewajiban bagi paradoien dalam memproduksi
produknya untuk mencantumkan label halal, dan kewajiban ini pun agar
para produsen tidak merasggr pada usaha nya sendiri jika para produsen
tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam undadgng. Selain
itu, untuk pengethuan bagi para produsen mengenai cara memperoleh
sertifikat halal harus adanya sosialisasi dari pihak pemerintahamakare
kebanyakan dari para produsen pun tidak mengetahui secara detail
bagaimana cara pengajuan dalam prosedur sertifikasi halal, d&n tida
menyadari pentingnya penggunaan label halal terhadap produk olahan yang

mereka produksi tersebut.

8 |bid., Pasal 24.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasatadi, maka peneliti
dapat memberikakesimpulan bahwa :

1. Tinjauan masjlahjatalamlegalitaspenggunaan nomor-IRRT secara
umum atau bersamaan yang dilakukan oleh para prodoseipakan
bentuk dalam maglahfa hlajiyyah Berdasarkarnvnas}altiahjajiyyah,
tujuan penggunaan nomorlRT secara umuntersebut adalah untuk
memudahkan produsen industrumah tangga brem dalam
memproduksi dan mengedarkan produknya tanpa adanya prosedur
yang dilakkan oleh dinas kesehatan setemfalanjutnya, terhadap
perundangundangan produkgangan salah satunya daldwmdang
Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangana produsen masih
belum mematuhi aturan yang berada pada Pasal 99 mengenai ketentuan
dalam nemperoleh nomor pendaftaran pangan.

2. Tinjauanmasj}lah}dalampenggunaan dgrmencantuman label halal dan
dilakukan oleh para produsen brem terkait tidak mencantumkan dan
mencantumkan dengan tulisan yang dibuatnya sendiri, berdasarkan
masj}lah}afmasuk kedam golonganmas}afiadharu>riyalkarena
berkaitan dengarkermas}/afta di dunia dan akhiratlan mencakup

pada pemeliharaan agama, akal, dan h&dmnjutnya,berdasarkan
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perundangundangan produksi pangan dalaémdangUndang Nomor
18 Tahun 2012 Tentg Pangan terhadap pencantuman dan penggunaan
Label Halal yang dilakukan eh para produsekarena kurangnya
kesadaran dalam hukum yang masih belum mematuhi aturan yang
ditetapkan pad&etentuan Pasal 97 dan Pasal 101 dimana kewajiban
harusnyamencantumkarabel halal dan juga pada Undadgdang
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JammBroduk Halalpada Pasal 4,
Pasal 24,dan Pasal 29%ang menjelaskan mengenai kewajiban
penggunaan label halal pada kemasan produk dan prosedur pengajuan
sertifikat halal.

B. Saransaan

1. Bagiprodusen atau pelaku usaha dalam menjalankan kegsataanya
perlu menerapkan nikailai mas}/ahj&rhadap perilaku produksi yang
baik dalam mengembangkan produknya. Khususnya dalam
penggunaan nomorIRT yang memiliki peran penting sebaganmor
izin edar suatu produylsebagaimana yang telah diatur daldndang
Undang Nomod8 Tahun 2012 tentang Pangan.

2. Bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal ataupun yang
mencantumkan sekedar tulisan yang dibuatnya sendiri, seharusnya
pelaku usha perlu berperan aktif untuk melakukan sertgikdan
labelisasi halal bagi produk yang telah beredar di pasalami
memberikan keamanan dan keselamatan bagi konsumen khususnya,

sebagaimana yang telah diatur dalam Unddndang Nomorl8
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Tahun 2012 Tentay Pangan dan Undaténdang Nomor33 Tahun

2014 Tentang Jamindroduk Halal.
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